
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  2  TAHUN  2005 

TENTANG 

KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 13 Undang-

Undang 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu, Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2001 tentang Paten, Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan bidang 

peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual 

lainnya yang mengatur tentang  Konsultan Hak Kekayaan 

Intelektual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual; 

   

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4044); 

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4045); 

 

4. Undang-… 
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  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4046); 

  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4130); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4131); 

  7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4220); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSULTAN HAK 

KEKAYAAN INTELEKTUAL. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang 

memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual 

dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan 

dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan 

Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan 

terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di 

Direktorat Jenderal. 

2. Menteri… 
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2. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen 

yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya meliputi 

pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. 

3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hal 

Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen 

yang dipimpin oleh Menteri. 

4. Perguruan Tinggi adalah Lembaga Pendidikan yang 

ditunjuk oleh Direktorat Jenderal sebagai mitra kerja 

Direktorat Jenderal guna melaksanakan pelatihan 

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. 

 

BAB  II 

PERSYARATAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN 

 

Pasal  2 

(1) Permohonan untuk diangkat menjadi Konsultan Hak 

Kekayaan Intelektual diajukan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia kepada Menteri melalui Direktorat 

Jenderal. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

dalam rangkap 6 (enam), dengan melampirkan: 

a. Daftar Riwayat Hidup; 

b. fotokopi kartu tanda identitas yang sah; 

c. pasfoto terbaru sebanyak 6 (enam) lembar ukuran 2x3 

centimeter dan 7 (tujuh) lembar ukuran 3x4 

centimeter; 

d. fotokopi ijazah yang dilegalisir;   

e. keterangan lulus tes bahasa Inggris setara dengan 

TOEFL Internasional dengan nilai minimal 400; dan 

 

f. surat… 
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f. surat pernyataan  bahwa tidak berstatus sebagai 

pegawai negeri. 

(3) Permohonan untuk diangkat menjadi Konsultan Hak 

Kekayaan Intelektual dikenakan biaya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal  3 

Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan 

Intelektual, pemohon harus memenuhi syarat: 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertempat tinggal tetap  di wilayah Negara Republik 

Indonesia; 

c. berijazah sarjana S1; 

d. menguasai bahasa Inggris; 

e. tidak berstatus sebagai pegawai negeri; 

f. lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. 

 

 

Pasal  4 

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f 

diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk 

oleh Direktorat Jenderal. 

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal. 

 

 

 

 

 

BAB III… 
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BAB  III 

PENGANGKATAN, HAK DAN KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN 

 

Bagian Pertama 

Pengangkatan 

 

Pasal  5 

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diangkat sebagai 

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dengan Keputusan 

Menteri. 

 

Pasal  6 

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, Konsultan Hak 

Kekayaan Intelektual wajib mengucapkan sumpah atau 

janji menurut agamanya di hadapan Menteri. 

(2) Lafal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagai berikut: 

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh : 

- bahwa saya akan selalu setia dan mempertahankan 

serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

bagi Republik Indonesia; 

- bahwa saya untuk menjadi dan melaksanakan tugas 

sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, baik  

langsung maupun tidak langsung, dengan 

menggunakan nama atau dalih apapun tidak akan 

menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

 

- bahwa… 


